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INTI SARI 

Henurut tinjauan historis desa dapat dipandang 

sebagai dimana administrasi pertanahan itu berpangkal. 

Administrasi pertanahan desa sudah menuntut penanganan 

yang formal, sistema tis dan merupakan bagian t,erpadu 

dari sistem yang lebih besar, bahkan harus merupakan 

bagian Administrasi Pertanahan Nasional. Timbulnya 

masalah pertanahan diakibatl{an oleh tidak tertibnya 

administrasi pertanahan di masa lampau. 

Tu.iuan diadakan penelitian ini adalah unt,ul{ 

mengetahui pelaksanaan administrasi pertanahan di desa 

Margokaton, untuk mengetahui peran Kepala Desa dan 

perangkatnya dalam pengelolaan pelayanan administrasi 

Pertanahan di desa Margokaton serta unt-uk mengetahui 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan 

tanah di desa Margokaton. 

Dalam 

deskriptif, 

penelitian ini penulis menggunakan 

yaitu suatu metode dalam meneliti 

metode 

status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set, suatu sistem 

pemeliharaan atau kelas peristiwa pada masa sekarang, 

tujuan peneli tian desl{riptif adalah membuat diskripsi, 

gambaran atau tulisan secara sistematis faktual dan 

aktual mengenai fakta-fakta, sifat--sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. 

Pelaksanaan administrasi pertanahan di desa 

Margokaton belum tertib, belum sesuai dengan peraturan 

yang ber laku, segi penyimpanan warl{ah, petugas yang 

ditunjuk khusus menangani administrasi pertanahan belum 

ada serta lamanya proses pengurusan administrasi 

pertanahan di desa Margokaton. Masih adanya peran Kepala 

Desa di desa margokaton yang melebihi kewenangannya, 

yang antara lain mengeluarkan surat keterangan waris, 

surat keterangan tanah tidak dalam sengketa, memproses 

sendiri peralihan hak, menjadi perantara pembebasan 

tanah bagi swasta. Dalam pelaksanaan pensertipikatan 

tanah desa Margokaton masih terdapat, kendala, baik yang 

berasal dari masyarakat maupun dari sumber daya manusia 

yang mengelola administrasi pertanahan di desa 

Margokaton dan yang berasal dari Kantor Pertanahan yaitu 

kurang/jarangnya penyuluhan terhadap masyarakat maupun 

perangkat Desa Margokaton. 



A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan 

rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih 

bercorak agraria, maka bumi, air dan ruang angkasa, 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi 

yang sangat penting untuk membangun masyarakat adil dan 

makmur. 

Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk 

mengatur pemilikan tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. 

Hal tersebut merupakan pesan dari Pasal 2 Undang

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA 

dimaksudkan untuk menghapus pluralistik hukum tanah yang 

ada di Indonesia, yaitu hukum agraria/tanah 

berdasarkan pad a hukum tanah barat dan 

agrar·ia/tanah yang berdasarkan hukum adat. 

yang 

hukum 

Namun demikian. setelah lebih dari 37 tahun, sejak 

-- - -:1- .L--- -.-- , n11 C----"-- .. -.1-.-- 10C.f"\ 



masyarakat masih sering di jumpai adanya peralihan hak 

di bawah t.angan, sewa dan gadai tanah pertanian yang 

tidak didaftarkan, pin.iam uang dengan ,iaminan surat 

tanah, pinjam uang tanpa bunga tetapi mengambil hasil 

tanah sebelum lunas, dan bentuk-bentuk lain yang hanya 

didasarkan at.as kepercayaan tanpa melalui administrasi 

yang baik. Praktek-praktek semacam ini dianggap sudah 

cukup dengan kesaksian Kepala Desa, tanpa 

administrasi yang baik, at.au cukup dengan 

sekedarnya oleh para pihak yang bersangkutan. 

adanya 

catatan 

Berbagai bentuk sederhana dari administrasi 

pertanahan dapat diamati di berbagai tempat, misal untuk 

alas hak yaitu petuk, girik, kekitir, pipil dan lain 

sebagainya masih banyak di.jumpai dan "hidup" di pulau 

Jawa. Surat surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh 

desa dan dikuatkan oleh camat masih banyak dipercaya 

sebagai alas hak yang kuat. Dokumen-dokumen itu dipakai 

sebagai alat bukti penguasaan atau pemilikan hak atas 

tanah. 

Tidak begitu .ielas apa yang dimaksud dengan 

"Administrasi" pertanahan yang beragam itu dapat berupa 

data Buku C Desa, kesaksian (bagi .iual beli tanah hak 



melakukan kadaster fiskal dalam bentuk penarikan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) walaupun secara sistematis 

administrasinya tidak di laksanakan di desa. 

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 

1988. disebutkan bahwa administrasi pertanahan di 

Indonesia meliputi bidang Pengaturan Penguasaan dan 

Penatagunaan Tanah, bidang Hak-hak Atas Tanah serta 

bidang Pengukuran Pendaftaran Tanah. 

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan administrasi 

pertanahan meliputi: 

1. penyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan 

keagrariaan/pertanahan untuk kepentingan masyarakat. 

instansi pemerintah dan pembangunan; 

2. peningkatan manajemen informasi pertanahan 

peningkatan pelayanan keagrariaan/pertanahan; 

untuk 

3. peningkatan pelaksanaan inventarisasi permasalahan; 

(Walijatun. 1997 : 7). 

Untuk mewu.i udkan suatu tertib administrasi 

pertanahan secara menyeluruh di wilayah Republik 

Indonesia harus mulai tertib administrasi pertanahan 

dari tingkat yang paling rendah dalam sistem 

pemerintahan negara kita yaitu mulai dari de sa/ 



a. setiap bidang tanah tersedia catatan mengenai aspek

aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak 

dan kepast.ian haknya yang dikelola dalam sistem 

pertanahan yang lengkap; 

b. tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang 

sederhana, cepat dan murah tetapi menjamin kepastian 

hukumnva serta dilaksanakan secara tertib dan 

konsisten; 

c. penyimpanan warkah-warkah yang berkai t.an dengan 

pertanahan yang di lakukan secara t.ertib, beraturan 

dan aman, kondisi sebagaimana tersebut di 

umumnya belum dilaksanakan dengan baik. 

Dari dasar kebijaksanaan pemerintah ir�i 

de sa 

maka 

dibuat suatu aturan pelaksanaan yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah tersebut 1rai tu di dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 19fl7 ( sebagai pengganti PP No .10 

Tahun 1961) ya:tu Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 yang 

mengatur t.er�t.ang Pengukuran. Pemet.aan dan 

Pen�relenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah. 

Pendaftaran tanah tersebut pada dasarnya merupakan 

kegiat.an administrasi pertanahan yang ada di Badan 

Pertanahan Nasional, oleh sebab itu kegiatan ini hanya 

ai nada nAnA+. 



Dari basil pengamatan untuk pendaftaran tanah 

sampai tahun ini sasaran yang akan dicapai belum me 

menuhi syarat sebab, ternyata basil yang diperoleh dalam 

kurun wakt;u tertentu hanya mencapai 30% dari 55 juta 

bidang tanah luas wilayah Indonesia yang akan dicapai 

secara maksimal. Berdasarkan pada penilaian inilah maka 

Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Pemerintah yang 

men gurus tent.ang Pendaftaran Tanah terse but 

mengeluarkan Peraturan Henteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1995 mengenai 

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan 

Peraturan Henteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1996 tent.ang Pengukuran 

dan Pemetaan untuk penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. 

Berdasarkan peraturan inilah maka diharapkan sistem 

administrasi pertanahan dapat berjalan dengan cepat dan 

baik sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan yang 

semakin meningkat. 

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari 

penulis sejalan dengan semakin banyaknya permasalahan 

tentang tanah di desa-desa, maka penulis tertarik untuk 

melaksanakan suat.u penelitian unt.u]{ memberikan informasi 



sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 

1960 sistem administrasi pertanahan yang ada di 

Yogyakarta sudah diatur oleh Peraturan Daerah No.3 Tahun 

1950 tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyal�ai·ta Jo 

peraturan Daerah No.5 Tahun 1954 Mengenai Hak Atas Tanah 

di Daerah, sebagai pelaksanaan dari perat.uran tersebut 

dikeluarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 1954 tentang 

Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun-temurun Atas 

Tanah, Peraturan Daerah No.10 Tahun 1954 ten tang 

Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Hak Andarbe dari 

Kelurahan Dan Hak Anganggo Turun-temurun Atas Tanah dan 

Perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari berbagai peraturan tersebut kemudian muncul 

sistem pengadministrasian yang dikenal dengan nama 

Daftar Letter A. Letter B, Letter C Model D dan Model E 

yang merupakan basil klasir Jawatan Agraria yang memuat 

tentang luas tanah tiap-tiap persil atau bagian persil 

serta jenis tanahnya. 

Dari latar belakang ini selayaknya sistem 

administrasi pertanahan yang ada di desa-desa Daerah 

Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik, tetapi 

kenyataannya di lapang semua warisan buku-buku 



dalam pelaksanaan pensertipikatan t.anah. Setelah 

berlakunya UUPA pad a tanggal 24 September 1984, terjadi 

konversi mengenai hak-hak atas tanah sehingga 

menimbulkan beberapa masalah ten tang peralihan haknya 

maka perlu unt.uk mengsinkronkan peraturan yang ada 

dengan pemerintah daerah setempat agar sistem 

pengadministrasian 

tertib. 

dapat berjalan dengan baik dan 

Berdasarkan alasan itulah maka penyusun mencoba 

mempelajari dan mengkaj i sist.em administrasi pert.anahan 

yang ada di Desa :t-largokaton Kecamat.an Seyegan Kabupaten 

Sleman Daerah Ist.imewa Yogyakarta. 

Sebagai wujud dari pelaksanaan program pemerintah 

tersebut maka, penyusun memilih judul : 

"STUDI ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA MARGOKATON 

KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan alasan serta dasar kebijaksanaan 

diatas maka penyusun membuat perumusan masalah sebagai 

berikut. 



2. Bagaimanakah cara penyimpanan data pertanahan di desa 

penelitian ? 

3. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pelayanan di 

bidang pertanahan ? 

4. Kendala-kendala 

pelaksanaan 

penelitian ? 

C. Batasan Maaalah 

apakah yang 

pensertipikatan 

dihadapi dalam 

tanah di de sa 

Mengingat luasnya permasalahan yang menyangkut 

administrasi pertanahan desa, maka kami membatasi 

pengelolaan administrasi pertanahan, penyimpanan data, 

peran kepala desa dalam pelayanan pertanahan 

dilaksanakan di lokasi penelitian. 

D. Tujuan Dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 

yang 

a. pengelolaan administrasi pertanahan yang ada di 

desa penelitian. 

b. cara penyimpanan dan pemeliharaan doktunen-dolrumen 

pertanahan yang ada di desa penelitian. 



2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Khusus bagi penulis, unt.uk melatih dalam menulis 

secara sistematis dan ilmiah, mencocokkan teori yang 

didapatkan di bangku kuliah serta menerapkannya 

dalam praktek di lapangan. 

b. Untuk memberikan informasi bagi yang memerlukan dan 

diharapkan menj adi sumbangan pemikil'•an dalam bidang 

pertanahan. 

c. memberikan masukan-masukan dalam upaya perbaikan 

tugas dan kewajiban pemerintah desa dalam mengatur 

sistem administrasi pertanahan di desa. 



A. Kcaimpulan 

BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah cUuraikan 

djmuka maka dapat ditarik kesimpulan terbukti sebagai 

berikut: 

1 . Pe Jal{Bftnaan adm.in i.strasi pertanahan de sa Margoka ton 

belum tertib, dalwn art.i administ.l.'ast pertanahan yang 

lengkap dan rapi, warkah sulit ditemukan dan sul.it 

dalam pemantauan. 

2. Penvimpanan data pertanahan di desa l"Jargokaton belum 

bai..J' hal i n i terbukti dari sulitnya set.iap mencari 

warkah-wat'l{ah pertanahan membutuhkan waktu yang agak 

lama. 

3. Kepala Desa mempunyai peran yang sangat besar, akan 

tetapi masih banyak yang melebihi kewenangannya, 

d lam halnya : mengeluarkan surat keterangan waris. 

mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dalam 

sengketa , memproses sendiri peralihan hak baik jual-

beli, waris , hibah, dan lain-lain. 

4. Dalam pela sanaan pensertipikatan tanah mas ih banyak 



seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingkat mata 

pencaharian penduduk serta bi·ya maupun �rang 

berasal/berkaita,t ' dengan sumber daya manuaia yang 

mengelola dan melaksanakan administrasi pertanahan. 

Selain itu masih ada hambatan yang berasal dari pihak 
' 

Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan jarangnya 

diadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal ini 

dari K-ntor Pertanahan Kabupaten Sleman. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun 

menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal 

ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kepala Desa 

Hargokaton serta Perangkatn
.
ya dalam pengelolaan 

administrasi pertanahan sebagai berikut: 

1. Dalam bidang p��gelolaan dah pelaksanaan administrasi 

pert�nahan di desa seharusnya terselenggarakannya 

adminlBtrasf YHng len
'
gkap dan rap i , aman eerta mudah 

eli pantau. warkah mudah ditemukan bila ada yang mem 

butuhkan. 

2. Agar lebih ditingkatkan lagi adanya penyuluhan kep da 

masyarakat dan pemb:i.naan kepada aparat pelal::sana yang 



3. Agar dalam penyimpanan, warkah-warkah yang berkaitan 

dengan masalah pertanahan dilakukan terpisah dari 

warkah yang lain. agar sewaktu-waktu dapat dengan 

mudah apabila ada yang me1i1butuhkan. 
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